PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

(KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT)

DALAM RANGKA MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM








Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak milik atas 
tanah adat) di Kabupaten Merauke belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hanya satu orang responden 
yang telah memperoleh sertipikat Hak Milik sebagai alat bukti yang kuat dan 
sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Tiga orang responden lainnya telah 
melaksanakan tahap pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak 
milik atas tanah adat) yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik dan tahap 
pembuktian hak serta pembukuannya haknya sesuai dengan Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 namun pada tahap terakhir 
















1. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke: 
a. Melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh 
pemohon Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah 
adat); 
b. Memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat agar mereka 
mengetahui akan pentingnya memiliki sertipikat tanah; 
c. Melakukan transparansi kinerja agar PPAT dan masyarakat dapat 
mengetahui bagaimana sistem kerja dan sejauh mana proses pelaksanaan 
pendaftaran tanah mereka telah berjalan; 
d. Melakukan perbaikan administrasi, agar peta pertanahan yang sudah 
bersertipikat selalu diperbaharui; 
e. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat agar 
pengurusan pelepasan tanah adat semakin baik. 
2. Sebaiknya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, memperhatikan 
kinerja Kantor Pertanahan di Kabupaten Merauke agar semakin baik.  
3. Sebaiknya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke 
mempunyai catatan resmi mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk 
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